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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 400 /405.26/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/377/405.27 /2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS
TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan,
maka Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/377/405.27 /2023,
perlu diubah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan
Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on Right of The Child (Konvensi
tentang Hak Anak);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator
Kabupaten /Kota Layak Anak;



10.

11.
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13.

Menetapkan
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan
Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kabupaten
Layak Anak (KLA) di Kabupaten Ponorogo;

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/377/
405.27/2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Ketentuan pada Diktum KESATU dalam Lampiran Keputusan
Bupati Nomor : 188.45/377/405.27/2023 tentang Pembentukan
Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo,
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 3 0 JAN 202

SEKRETARIS DAERAH

ASSISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG

N pe=




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3.2/ARH/ 400 /405.26/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PONOROGO NOMOR 188.45/377/
405.27/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

KABUPATEN PONOROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

NO.

KEDUDUKAN
DALAM TIM

JABATAN DALAM DINAS

URAIAN TUGAS

2

3

4

Pengarah

Penanggungjawab

Ketua

Klaster Kelemba-
gaan

a. Koordinator

b. Anggota

Bupati Ponorogo

Wakil Bupati Ponorogo

Sekretaris Daerah Ka-
bupaten Ponorogo

Kepala Badan Peren-
canaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabu-
paten Ponorogo

- Kepala Badan Pen-
dapatan, Pengelo-
laan Keuangan dan
Asset Daerah Ka-
bupaten Ponorogo

Memberikan nasehat, pertim-
bangan dan saran terhadap
penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak.

Memberikan saran, masukan,
pertimbangan dan bantuan
baik diminta maupun tidak
diminta terhadap penye-
lenggaraan Kabupaten Layak
Anak.

Menggalang sumber daya dan
mitra potensial, meren-
canakan, mengembangkan,
mengimplementasikan dan
memonitor pengembangan Ka-
bupaten Layak Anak.

- Mengkoordinasikan  peren-
canaan kebijakan, dan
program kegiatan  yang

terkait dengan anak dari
masing-masing Perangkat
Daerah;

- Mengkoordinasikan pro-
gram program anak yang
pendanaannya  bersumber
dari dari dunia usaha dan
lembaga internasional;

- Melakukan pembinaan dan
fasilitasi dalam proses
perencanaan dan  peng-
anggaran program, kebijak-
an dan kegiatan
pembanguan anak termasuk
pelibatan peran anak.

Mengkoordinasikan peng-
anggaran kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan
anak setiap Perangkat Daerah
termasuk anggaran penguatan
kelembagaan




a. Koordinator

Klaster I :
Hak Sipil dan
Kebebasan

b. Anggota

puan dan Perlin-
dungan Anak Ka-
bupaten Ponorogo

Inspektur  Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Badan Ke-

pegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Sekre-
tariat Daerah
Kabupaten Pono-
rogo

Kepala Bagian Pro-
tokol dan Komuni-
kasi Pimpinan Se-

kretariat Daerah
Kabupaten Pono-
rogo

Kepala Bank Jatim
Cabang Ponorogo

Kepala Bagian Ad-
ministrasi Pereko-
nomian dan Sum-
ber Daya Alam Se-

kretariat  Daerah
Kabupaten Pono-
rogo

Direktur AL-
GHEINS  Cabang
Ponorogo

Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Penca-
tatan Sipil Kabupaten
Ponorogo

Kepala Dinas Per-
hubungan Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Badan Pu-
sat Statistik Kabu-
paten Ponorogo

1 2 3 4
- Kepala Dinas So- | Mengkoordinasikan pelak-
sial, Pember- | sanaan kebijakan, program dan
dayaan Perem- | kegiatan pembangunan anak

yang terkait dengan Kabupaten
Layak Anak ke seluruh
lembaga dan organisasi yang
berhubungan dengan anak;

Melaksanakan tugas-tugas ke-
sekretariatan.

Menyiapkan  sumber daya
manusia (SDM) terlaith
Konvensi Hak Anak (KHA) dan
mampu menerapkan hak anak
ke dalam kebijakan, program
dan kegiatan.

Menyiapkan penatalaksanaan
seremoni kegiatan dengan lebih
memberi ruang kepada anak-
anak.

Mengkoordinasikan dan men-
dorong keterlibatan Dunia
Usaha, Lembaga Masyarakat
dan Media Massa dalam
mendukung program serta
kegiatan lainnya terkait anak.

Penyediaan data anak yang
terintegrasi  dan mendapat
kutipan akta kelahiran;

Menyediakan fasilitas infor-
masi layak anak melalui
perpustakaan, taman bacaan,
rumah pintar yang dapat
diakses oleh anak secara
gratis, dan inovasi lainnya;

Mendata
anak.

jumlah  kelompok

]
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a. Koordinator
Klaster II :
Lingkungan
Keluarga dan
Pengasuhan
Alternatif

b. Anggota

- Kepala Dinas Per-
pustakaan dan
Kearsipan Kabu-
paten Ponorogo

-  Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Sta-
tistik  Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Forum Anak
Kabupaten
Ponorogo

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlin-
dungan Anak Kabu-
paten Ponorogo

- Kepala Kantor Ke-
menterian Agama
Kabupaten
Ponorogo

-  Ketua Pengadilan
Agama Ponorogo

- Kepala Dinas Pe-
ngendalian Pend-
uduk dan Keluarga
Berencana Kabu-
paten Ponorogo

- Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup
Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Lembaga Ke-
sejahteraan Sosial
Anak (LKSA) Kabu-

paten Ponorogo

-  Ketua Tim Peng-
gerak Pembinaan
Kesejahteraan Ke-
luarga Kabupaten
Ponorogo

Melaksanakan program dan
kegiatan pembinaan keluarga,
anak dan remaja, pencegahan
perkawinan anak dan
penyediaan lembaga layanan
kon-sultasi keluarga dan PAUD
HI;

Menyediakan Ruang Bermain
Ramah Anak (RBRA) dan
infrastruktur lainnya untuk
kepentingan anak;

Menyediakan data lembaga
layanan anak di luar asuhan
keluarga,;

Menyediakan data lembaga
layanan anak di luar asuhan
keluarga;

Memastikan anak-anak yang
berada di Lembaga Kesejah-
teraan Sosial Anak (LKSA)
terpenuhi hak tumbuh
kembangnya dan rehabilitasi
sosial;

Melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi.
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a. Koordinator
Klaster III :
Kesehatan
Dasar dan
Kesejahteraan

b. Anggota

- Ketua Dharma Wa-
nita Persatuan Ka-
bupaten Ponorogo

- Ketua Bhayangkari
Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Persid Kar-
tika Candra Kirana
Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Aisiyah
Kabupaten Pono-
rogo

-  Ketua Muslimat
Kabupaten Pono-
rogo

- Ketua Yayasan Se-
kolah Luar Biasa
(SLB) Kabupaten
Ponorogo

- Gabungan Orga-
nisasi Pengurus
Taman Kanak-
Kanak Indonesia
(GOPTKI) Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Dinas Kese-
hatan Kabupaten Po-
norogo

- Direktur Rumah
Sakit Umum Dae-
rah Dr. Harjono S.
Kabupaten
Ponorogo

Memastikan dan melak-
sanakan program dan
kegaiatan pemenuhan hak
anak atas kesehatan, termasuk
gizi, kawasan tanpa rokok dan
penyediaan fasilitas layanan
kesehatan ramah anak;

Menyediakan lembaga yang
memberikan pelayanan kese-
hatan reproduksi dan mental;
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a. Koordinator
Klaster IV :
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang,
dan Kegiatan
Budaya

a. Anggota

- Kepala Dinas Per-
tanian, Perikanan
dan Ketahanan
Pangan Kabupaten
Ponorogo

- Kepala Dinas Pe-
kerjaan Umum,
Perumahan dan
Kawasan Permu-
kiman Kabupaten
Ponorogo

- Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup
Kabupaten Pono-
rogo

- Direktur Peru-
sahaan Daerah Air
Minum Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Ikatan
Dokter Indonesia
(IDD) Kabupaten
Ponorogo

- Ketua Ikatan
Bidan Indonesia
(IBI) Kabupaten
Ponorogo

Kepala Dinas Pendi-
dikan Kabupaten Po-
Nnorogo

- Kepala Dinas Ke-
budayaan, Pariwi-
sata, Pemuda dan
Olah Raga Kabu-
paten Ponorogo

- Kepala Kantor Ke-
menterian Agama
Kabupaten
Ponorogo

Melaksanakan program dan
inovasi  ketahanan pangan
untuk pemenuhan gizi anak
dan pencegahan masalah gizi
anak;

Melaksanakan program dan
kegiatan terkait sanitasi/
persampahan, ruang terbuka
hijau dan lain-lain dalam
rangka menciptakan lingkung-
an yang bersih dan ramah bagi
anak;

Melaksanakan program dan
kegiatan peningkatan rumah
tangga dengan akses air
minum dan sanitasi yang
layak;

- Melaksanakan pelayanan
kesehatan yang ramah anak;

- Melaksanakan Monitoring
dan Evaluasi.

- Menyediakan data pendi-
dikan anak;

- Memfasilitasi untuk mem-
bentuk sekolah ramah anak,
promosi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan se-
kolah yang sehat dan
nyaman bagi anak;

- Menyediakan perpustakaan
sekolah yang dapat diakses
oleh anak;
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a. Koordinator
Klaster V :
Perlindungan
Khusus

b. Anggota

-  Kepala Dinas Pe-
nanaman Modal
dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu
Kabupaten Pono-
rogo

- Kepala Dinas Per-
dagangan, Kope-
rasi dan Usaha
Mikro Kabupaten
Ponorogo

- Kepala Dinas Per-
pustakaan dan
Kearsipan Kabu-
paten Ponorogo

- Rektor Sekolah
Tinggi  Keguruan
dan Ilmu Pendi-
dikan (STKIP) Ka-
bupaten Ponorogo

- Rektor Sekolah
Tinggi Agama Is-
lam Negeri (STAIN)
Kabupaten Pono-
Trogo

- Rektor Universitas
Muhammadiyah
Kabupaten Pono-
rogo

- Rektor Universitas
Merdeka Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Kepolisian
Resor Ponorogo

-  Kepala Kejaksaan
Negeri Ponorogo

- Ketua Pengadilan
Negeri Ponorogo

- Ketua Pengadilan
Agama Ponorogo

- Kepala Bagian
Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Ponorogo

- Membuat program untuk
memfasilitasi keamanan dan
keselamatan anak ke dan
dari sekolah;

- Menyediakan fasilitas untuk
kegiatan kreatif anak yang
dapat diakses semua anak;

- Melaksanakan program dan
kegiatan terkait keterlibatan
anak/ ruang partisipasi bagi
anak dalam pariwisata yang
layak dan ramah anak;

- Melaksanakan  monitoring
dan evaluasi.

Menyelesaikan proses hukum/
penanganan kasus anak dan
penyiapan data kekerasan
anak;

- Mempresentasekan kasus
kekerasan Anak yang
berhadapan dengan Hu-kum
(ABH) yang dise-lesaikan
dengan pende-katan
keadilan restorative
(Restorative Justice);

- Menyediakan pelayanan
hukum, fasilitas yang ramah
anak bagi anak korban,
anak saksi dan anak pelaku
kekerasan serta Sumber
Daya Manusia (SDM) aparat
kepolisian  yang terlatih
Konvensi Hak Anak (KHA);
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10.

a. Koordinator
Kecamatan
Layak Anak
(KELANA) dan
Desa/
Kelurahan
Layak Anak
(DEKELA)

b. Anggota

Kepala Badan Ke-
satuan Bangsa dan
Politik Kabupaten
Ponorogo

Ketua Pusat Pela-
yanan Terpadu
Pemberdayaan Pe-
rempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Dinas Te-
naga Kerja Kabu-
paten Ponorogo

Kepala Badan Pe-
nanggulangan
Bencana  Daerah
Kabupaten Pono-
rogo

Kepala Satuan Po-
lisi Pamong Praja

Kabupaten Pono-
rogo

Kepala  Lembaga
Permasyarakatan
Kabupaten Pono-
rogo

Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten
Ponorogo

Camat Ponorogo

Camat Babadan
Camat Badegan
Camat Balong
Camat Bungkal
Camat Jambon
Camat Jenangan
Camat Jetis
Camat Kauman
Camat Mlarak
Camat Ngebel
Camat Ngrayun

- Melaksanakan program dan

kegiatan terkait pencegahan,
penanganan bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk anak
(BPTA) serta sistem
pencatatan dan pelaporan
pekerja anak dan, anak yang
ditarik dari BPTA;

Adanya  mekanisme pe-
nanggulangan bencana yang
memperhatikan kepentingan
anak;

Melaksanakan  monitoring
dan evaluasi.
Mengkoordinasikan pro-

gram dan kegiatan serta
memfasilitasi pembentukan
Kecamatan dan Desa Layak
Anak dengan dukungan
Dana Desa dan sumber
dana lainnya di desa, terkait
kepentingan terbaik anak;

Melaksanakan
dan evaluasi.

monitoring
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Camat Pudak
Camat Pulung
Camat Sambit
Camat Sampung
Camat Sawoo
Camat Siman
Camat Slahung
Camat Sukorejo

Camat Sooko

SEKRETARIS DAERAH

ASSISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG
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